
BUPATI BADUNG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR  4  TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 – 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BADUNG, 

Menimbang : a.  bahwa adanya pembentukan / penataan kelembagaan 
dan peningkatan pendapatan daerah serta evaluasi 

terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, 
berimplikasi terhadap capaian pembangunan daerah 
serta indikator kinerja; 

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Badung, maka Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Badung secara langsung
berkedudukan sebagai salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 – 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);  

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 
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12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005  Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4693); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan  
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817);  
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang 
Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah 
Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi 
Kabupaten Badung Provinsi Bali; 

23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) tahun 2010-2014; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan 

Standar Pelayanan Minimal; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  
Pembangunan Daerah; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 
tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 
2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa 
Pakraman; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Badung Nomor 2); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010–2015; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Badung Tahun 2013-2033; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG 

dan 

BUPATI BADUNG 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 13 
TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BADUNG 
TAHUN 2010–2015. 

 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Badung Tahun 2010–2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Badung Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Badung Nomor 11) diubah sebagai 
berikut: 
 
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 3 

RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 
Bab I :  Pendahuluan 
Bab II :  Gambaran Umum Kondisi Daerah 
Bab III :  Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah 
Bab IV :  Analisis Isu-Isu Strategis 
Bab V :  Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 
Bab VI :  Strategi dan Arah Kebijakan 
Bab VII :   Kebijakan Umum dan Program 

Pembangunan Daerah 
Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas disertai 

Kebutuhan Pendanaan 

Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah 
Bab X  : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan 
 

2. Ketentuan Lampiran dalam BAB IV Analisis Isu-Isu 
Strategis, BAB V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan 
Sasaran, BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan, BAB VII 
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, 
BAB VIII Penetapan Indikator Kinerja Daerah dan BAB 
IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan diubah, 
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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3. Ketentuan Lampiran ditambahkan 1 (satu) BAB yakni 

BAB X, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Badung. 

 
 
 
 Ditetapkan    di Mangupura 
 pada tanggal 26 Mei 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di Mangupura 
pada tanggal 26 Mei 2014 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, 
 
 
                         ttd. 
 
 KOMPYANG  R. SWANDIKA 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2014 NOMOR 4. 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 
PROVINSI BALI : (4/2014) 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda. Kab. Badung 
 
                     ttd. 
 
Komang Budhi Argawa, SH., M.Si. 
Pembina 
Nip. 19710901 198803 1 009 

BUPATI BADUNG, 

 
            ttd. 
 

ANAK AGUNG GDE AGUNG 
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PENJELASAN 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR  4  TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG 

NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2010 - 2015 

 

 

I. UMUM 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 telah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung 

Tahun 2010 – 2015 pada tanggal 1 Desember 2011 dan telah 

dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kabupaten Badung setiap tahun. RPJMD juga telah dijadikan pedoman 

bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) SKPD. 

Pada akhir tahun 2013, Pemerintah Daerah melaksanakan 

Evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015 untuk 

mengukur capaian pembangunan jangka menengah daerah dengan 

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Sesuai dengan hasil Evaluasi 

terhadap RPJMD dimaksud, menunjukkan bahwa capaian 

pembangunan daerah Kabupaten Badung sulit diukur karena indikator 

kinerja yang telah ditetapkan belum dirumuskan dengan jelas. 

Disamping itu pula, pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Badung dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 

(setelah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015) 

mengandung konsekuensi yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Kabupaten Badung secara langsung berkedudukan sebagai salah satu 

Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung 

Tahun 2010-2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
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Berdasarkan hasil Evaluasi terhadap RPJMD tersebut diatas, 

maka Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan Perubahan 

terhadap RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Perubahan 

RPJMD dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 282 Ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana  Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa 

Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: 

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses 

perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan 

rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri 

ini; 

2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi 

yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; 

3. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau 

4. Merugikan kepentingan nasional. 

Selanjutnya dalam Pasal 283 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan Daerah, 

menyatakan bahwa RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 282 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup jelas 

Pasal II 

Cukup jelas 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR  4. 

 

 


